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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh program pengungkapan sukarela, 

kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP 

Pratama Medan Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak peserta program 

penugungkapan sukarela di KPP Pratama Medan Timur. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik random sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 117 orang 

wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela. Data yang digunakan dalam 

penelitian adalah data primer, dikumpullkan dengan melakukan metode survei berupa 

angket. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regeresi linier berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak sedangkan kepatuhan wajib pajak dan pemeriksan pajak 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak.  

Kata Kunci: Progam Pengungkapan Sukarela, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan 

Pajak, Penerimaan Pajak.   

  

Abstract  

This study aims to examine the effect of voluntary disclosure programme, taxpayer 
compliance, and tax audit on tax revenue at KPP Pratama Medan Timur. The population 
in this study were taxpayers participating in the voluntary disclosure programme at KPP 
Pratama Medan Timur. Sampling was carried out using random sampling technique. The 
number of samples in this study were 117 taxpayers participating in the voluntary 
disclosure programme. The data used in the study are primary data, collected by 
conducting a survey method in the form of a questionnaire. The data was analysed using 
multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the voluntary 
disclosure programme has no effect on tax revenue while taxpayer compliance and tax 

audits affect tax revenue. 

Keywords: Voluntary Disclosure Programme, Taxpayer Compliance, Tax Audit, 

Tax Revenue.    

  

A. PENDAHULUAN  

Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menentukan 

keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam melakukan 

pembangunan diperlukan anggaran dana yang sangat besar dari suatu negara. Penerimaan 

pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia (Indra, 2022). Pajak juga 
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merupakan sumber utama penerimaan negara, berperan besar dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang 

memadai. Dalam menggali penerimaan sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata dan 

di implementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah.   

Kebijakan pengampunan pajak merupakan kebijakan pengahapusan nilai pajak yang 

seharusnya dibayar dengan mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Wajib pajak 

hanya perlu mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagai pajak pengampunan 

atas harta yang sebelumnya dilaporkan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan negara (Komara, 2023). Pengampunan pajak pertama kali diberlakukan di masa 

pemerintahan Presiden Soekarno. Penetapan kebijakan ini diberlakukan dengan peneribitan 

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang pengampunan pajak. 

Setelah 32 tahun program pengampunan pajak tidak berjalan di Indonesia, tahun 2016 

pemerintah kembali melakukan suatu kebijakan dibidang perpajakan guna memperoleh dana 

dalam waktu yang relatif singkat. Kebijakan tersebut adalah Tax amnesty jilid I dengan 

melakukan reformasi sistem perpajakan membentuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 

tentang pengampunan pajak. Waktu pelaksanaan dimulai pada 28 Juni 2016 hingga 31 Maret 

2017, terbukti berhasil dengan penerimaan laporan Surat Pernyataan Harta (SPH) senilai 4.855 

Triliun Rupiah. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan Tax amnesty jilid II yang dikenal 

dengan Program Pengungkapan Sukarela. 

Program Pengungkapan Sukarela bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak 

dari kepatuhan wajib pajak secara sukarela berdasarkan asas kesederhanaan, serta kemanfaatan 

dan kepastian hukum. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan cara pemerintah 

untuk pemberian kesempatan pada wajib pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban 

perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan 

pengungkapan harta (Suhendra & Setyorini, 2023). Menteri Keuangan menerrbitkan Peraturan 

Meneteri Keuangan atau PMK 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program 

Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Kebijakan program pengungkapan sukarela ini juga 

dicantumkan dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam rangka 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini dilaksanakan mulai 1 Januari hingga 30 

Juni 2022, dengan mengikuti program ini, wajib pajak akan terbebas dari ancaman sanksi 

perpajakan atas aset yang belum diungkapkan dalam pelaporan pajak. 
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Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang mampu memicu peningkatan penerimaan 

pajak apabila seluruh wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Leni Maulina, 

2022). Kepatuhan pajak juga merupakan kunci untuk menjaga keuangan negara dalam 

mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial secara adil dan berkelanjutan. 

Namun, beberapa tahun lalu baik dunia maupun Indonesia digemparkan dengan adanya 

fenomena yang terjadi pada 3 Oktober 2021 yaitu Pandora Papers. Pandora Papers adalah 

bocoran jutaan keuangan tentang aset rashasia penghindaran pajak hingga pencucian uang oleh 

tokoh-tokoh besar di dunia. Hal ini sengaja dilakukan dengan memakai negara suaka pajak 

lepas pantai untuk menyembunyikan asetnya dengan alasan penghindaran pajak. Penghindaran 

pajak (Tax Avoidance) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang 

tidak melanggar peraturan perpajakan (Napitupulu, Situngkir, & Arfani, 2020). Fenomena 

tersebut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya.  

Tinggi rendahnya penerimaan pajak yang diterima juga dipengaruhi oleh efektivitas dari 

pelaksanaan pemeriksaan pajak (Paenan, 2018). Mengingat besarnya pengaruh pemeriksaan 

pajak ini terhadap peningkatan penerimaan negara maka wewenang pemeriksaan pajak 

dimaksud diatur pada Pasal 4 ayat (1) PMK 18/2021 pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 

dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan perpajakan (Arifin, 2018)  

B. KAJIAN PUSTAKA  

Teori Atribusi (Atribution Theory) 

Fritz Heider adalah penemu pertama dari teori atribusi pada tahun 1958. Atribusi adalah 

salah satu tahap dalam pembentukan kesan seseorang. Ini melibatkan cara orang menjelaskan 

penyebab perilaku mereka sendiri atau orang lain. Atribusi merupakan proses dimana 

seseorang mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan orang 

lain. Teori atribusi menganggap individu sebagai pihak yang mencoba untuk memahami 

penyebab dibalik berbagai peristiwa yang mereka alami (Ghassani, 2019). 
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Pajak 

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pendapatan pemerintah bagi negara-

negara berkembang. Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan 

cara memperbaiki dan meningkatkan fasilitas umum (Situmorang, Situngkir, & Sibarani, 

2022). Pajak menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

prinadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat 

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 

Menurut UU HPP program pengungkapan sukarela yaitu pemberian kesempatan kepada 

wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela 

melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Program ini juga diatur dalam 

PMK No.196/PMK.03/2021 Tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela. 

Program ini akan berlangsung selama enam bulan, dimulai dari Januari 2022 sampai dengan 

Juni 2022.  

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku dari wajib pajak pribadi atau badan 

yang tepat waktu dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan pajak yang ditetapkan 

pemerintah, mulai dari beban pajak yang harus diibayarkan sampai pada tanggal pembayaran 

Berutu (2013). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai situasi di mana wajib pajak telah 

menunaikan kewajiban perpajakannya dan telah menjalankan hak-hak perpajakannya dengan 

benar dan sesuai dengan ketentuan dan hukum pajak yang berlaku. 

Pemeriksaan Pajak 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Cara Pemeriksaan 

Pajak, mendefinisikan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik 
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Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 pasal 5 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Direktur 

Jendral Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Penerimaan Pajak 

Selain minyak dan gas bumi, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara 

yang paling utama untuk membiayai Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN) dan 

pembangunan infrastruktir negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 18 tahun 2016 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017, penerimaan 

perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri 

dan pendapatan pajak perdagangan internasional. 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak 

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II menjadi salah satu 

kebijakan yang menarik perhatian, kebijakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip 

gotong royong seperti yang dikatakan sebelumnya. Banyaknya harta warga negara Indonesia 

yang berada di luar negeri yang belum dilaporkan oleh pemiliknya dalam Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) pajak, memicu adanya kejahatan pajak. Hal tersebut mendorong pemerintah 

untuk menerapkan kebijakan tax amnesty, dengan harapan dapat menarik kembali harta yang 

disimpan di luar negeri serta mengurangi kejahatan pajak. Tujuan utama pemerintah 

menerapkan tax amnesty yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib 

pajak (Sari, 2018). Dalam konteks Program Pengungkapan Sukarela (PPS), teori atribusi dapat 

membantu menjelaskan bagaimana wajib pajak mengidentifikasi penyebab dari keputusan 

mereka untuk berpartisipasi atau tidak dalam program tersebut. Teori atribusi juga dapat 

menjelaskan bagaimana individu mengevaluasi resiko dan manfaat dari berpartisipasi dalam 

program pengungkapan sukarela. Jika seseorang merasa bahwa resiko audit atau sanksi pajak 

lebih besar daripada manfaat pengungkapan, wajib pajak mungkin tidak akan berpartisipasi, 

meskipun ada instentif pengampunan pajak yang ditawarkan.  

H1 : Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak 

 



 

 

Jurnal Keuangan dan Manajemen Akuntansi                                            Vol. 06 No. 4 Oktober 2024 

https://journalversa.com/s/index.php/jkma    

 

 

97 

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 

Faktor lain yang berpenngaruh terhadap penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. 

Menurut (Gunadi, 2013) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investasi seksama, peringatan 

atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Untuk mengoptimalkan 

penerimaan pajak di Indonesia maka kepatuhan perpajakan sangat dibutuhkan. Dalam konteks 

kepatuhan wajib pajak, teori atribusi membantu memahami alasan seseorang membayar atau 

tidak membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka, dengan adanya teori ini dapat 

membantu pemerintah merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Teori atribusi juga relevan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang merasa bahwa pemerintah konsisten dalam 

menegakkan aturan perpajakan dan memberlakukan sanksi yan adil terhadap pelanggar, ini 

dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan 

pajak mengacu pada penelitian (Arifin, 2018) dan (Hasbullah, 2021). Jika kepatuhan wajib 

pajak meningkat maka penerimaan pajak akan meningkat.  

H2: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak 

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 

Pemeriksaan pajak adalah salah satu pencegahan atas penghindaran pajak (tax 

avoidance). Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang 

dijalankan oleh suatu unit tertentu. Pelaksaan pemeriksaan akan mempengaruhi penerimaan 

pajak secara langsung. Hal ini terjadi karena dengan dilakukannya pemeriksaan maka DJP 

akan mengetahui seberapa jauh upaya atau tindakan kecurangan yang nantinya dapat 

diminimalkan atau dihilangkan sehingga tidak ada lagi celah yang dapat mengurangi 

penerimaan pajak negara  (Paenan, 2018). Dapat dikatakan semakin tinggi pelaksanaan 

pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak (Kastolani, Yusuf, & 

Ardiyanto, 2017). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika 

Rahmawati, & Bestari Dwi Handayani (2021). Hubungan pemeriksaan pajak dengan teori 

atribusi terletak pada Jika mereka percaya bahwa pemeriksaan pajak adalah tindakan yang adil 

untuk memastikan kepatuhan pajak yang adil, mereka mungkin merasa lebih bertanggung 

jawab untuk mematuhi peraturan perpajakan. Namun, jika mereka menganggap pemeriksaan 
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sebagai tindakan yang tidak adil atau mengganggu privasi mereka, hal ini dapat mengurangi 

motivasi untuk mematuhi kewajiban pajak. 

H3: Pemeriksaan Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak 

C. METODE PENELITIAN  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitiian deskriptif kuantitatif. Pendekatan penelitian 

kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2018: 15) diartikan sebagai penelitian 

berdasarkan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, penguumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatis/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.  

Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2016) data primer adalah data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara 

atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada 

peneliti. Sedangkan data sekunder adalah peneliti tidak langsung menerima dari sumber data, 

misalnya diperoleh dari berbagai literatur sebagai landasan teori dan pendukung analisis data 

primer dalam penelitian ini, yaitu buku terkait perpajakan di Indonesia, metodologi penelitan, 

metode statistika, dan publikasi di website Direktorat Jendral Pajak Sumut-1.  

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Timur yang beralamat di Jalan 

Sukamulia Nomo 17A, Gedung Kanwil DJP Sumut 1 Lantai I & IV, Kelurahan AUR, 

Kecamatan Medan, Sumatera Utara 20151 dengan menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak 

orang pribadi yang terdaftar. Penelitian ini dilakukan sejak bulan April sampai dengan 30 Juli 

2024. 

Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang dilaukn pada penelitian ini yakni dengan analisis statistic 

deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. 
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Tabel 1 Operasional Variabel 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil 

Karakteristik Responden 

Peneliti mengelompokkan karakteristik responden penelitian ke beberapa karakteristik, 

yaitu jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia, membayar pajak secara mandiri dan mengikuti 

program pengungkapan sukarela. Adapun persentase masing-masing karakteristik responden 

penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Menurut data dalam tabel diatas, dari 117 kuesioner yang memenuhi kriteria 

pengambilan sampel yang dapat dilihat bahwa sebanyak 57 orang atau 41% responden berjenis 

kelamin laki-laki, dan berjenis kelamin perempuan memiliki jumlah yang lebih dominan dari 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 60 orang atau 60% responden 

Tabel 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Menurut data dalam tabel diatas, dari 117 kuesioner yang memenuhi kriteria 

pengambilan sampel dapat diketahui responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir 

SMA/SMK  sebanyak 1 orang atau 1% responden, sebanyak 13 orang atau 11% responden 

memiliki pendidikan terakhir Diploma (D3), dan paling dominan responden memiliki 

pendidikan terakhir dari Strata 1/Diploma 4 (S1/D4) sebanyak 85 orang atau 73% responden, 

responden yang memiliki pendidikan terakhir Strata 2 (S2) sebanyak 16 orang atau 14% 

responden dan yang terakhir responden memiliki pendidikan terakhir Strata 3 (S3) sebanyak 2 

orang atau 2% responden. 

Tabel 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

 

 



 

 

Jurnal Keuangan dan Manajemen Akuntansi                                            Vol. 06 No. 4 Oktober 2024 

https://journalversa.com/s/index.php/jkma    

 

 

101 

Menurut data dalam tabel diatas, dari dari 117 kuesioner yang memenuhi kriteria 

pengambilan sampel dapat diketahui responden yang berusia 20-30 tahun dengan jumlah 12 

orang atau 10% responden, sebanyak 30 orang atau 26% responden yang berusia 31-40 tahun, 

sebanyak 43 orang atau 37% responden yang berusia 41-50 tahun yang tentunya mendominasi, 

dan responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 32 orang atau 27% responden. 

Tabel 5 Deskripsi Responden Berdasarkn Membayar Pajak Secara Mandiri 

 

Menurut data dalam tabel diatas, dari dari 117 kuesioner yang memenuhi kriteria 

pengambilan sampel dapat diketahui bahwa responden yang tidak membayar pajak secara 

mandiri adalah sebanyak 1 orang atau 0,5% responden, sedangkan sisanya sebanyak 116 orang 

atau 99,5% responden didominasi dengan wajib pajak yang membayar pajak secara mandiri. 

Tabel 6 Deskripsi Responden Berdasarkn Mengikuti PPS 

 

Menurut data dalam tabel diatas, dari 117 kuesioner yang memenuhi kriteria 

pengambilan sampel dibagikan kepada responden. Ada 117 orang atau 100% responden yang 

merupakan peserta program pengungkapan sukarela sementara sisanya sebanyak 0 responden 

atau 0% tidak mengikuti PPS. Berdasarkan hal tersebut, sebanyak 117 responden yang 

mengikuti program pengungkapan sukarela menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif ditujukan untuk memberikn gambaran atau deskripsi data dari 

variabel-variabel yang diteliti diantaranya dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai 

rata-rata (mean) dan standar deviasi (standard deviation). Adapun hasil analisis statistic 

deskriptif dari masing-masing varibel dalm penelitian ini disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 7 Hasil Statistik Deskriptif 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil bahwa: 

1. Variabel Program Pengungkapan Sukarela menunjukkan nilai minimum sebesar 16 dan 

nilai maksimum sebesar 35. Mean yang merupakan nilai rata-rata yaitu sebesar 29.89 

dengan standar deviasi yaitu sebesar 4,319. 

2. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 11 dan nilai 

maksimum sebesar 35. Mean yang merupakan nilai rata-rata yaitu sebesar 28.56 dengan 

standar deviasi yaitu sebesar 4,968. 

3. Variabel Pemeriksaan Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 22 dan nilai 

maksimum sebesar 50. Mean yang merupakan nilai rata-rata yaitu sebesar 40.36 dengan 

standar deviasi yaitu sebesar 5,465. 

4. Variabel Penerimaan Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum 

sebesar 20. Mean yang merupakan nilai rata-rata yaitu sebesar 16.90 dengan standar 

deviasi yaitu sebesar 2,503. 

Hasil Uji Kualitas Data 

Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pada 

penelitian ini menggunakan pearson correlation untuk menguji Uji validitas dengan 

menggunakan SPSS versi 25. Adapun hasil dari pengujian validitas penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 8 Hasil Uji Validitas 

 

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing variable yang terdiri dari Program 

pengungkapan sukarela (X1), Kepatuhan wajib pajak (X2), Pemeriksaan pajak (X3) dan 

Penerimaan Pajak (Y) diperoleh hasil bahwa setiap pertanyan yang tersaji dalam kuesioner 

tersebut valid. Hal ini terlihat dari nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas dilakukan sebagai alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel dalam penelitian ini. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal jia nilai 

koefisien Cronbach Alpha berada diatas 0,6. Berikut hasil uji reliabilitas variable penelitian ini 

dengan menggunakan SPSS versi 25. 
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Tabel 9 Hasil Uji Reliabilitas 

 

Berdasarkn tabel diatas, diperoleh hasil bahwa nilai Cronbach Alpha masing-masing 

variabel penelitian ini lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item 

pertanyaan dari masing-masing variable adalah reliabel atau handal sehingga dapat digunakan 

dalam analisis selanjutnya. 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik non parametrik dengan uji Kolmogrov 

Smirnov untuk mengetahui tingkat kenormalan distribusi data. Adapun hasil pengujian 

normalitas data penelitian ini disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 10 Hasil Uji Normalitas 

 

 

Sumber: Data diolah (2024) 

Gambar 1 Normal P-P Plot 
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Hasil Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengmatan yang lain. Berikut hasil 

pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini:  

 

Sumber: Data diolah (2024) 

Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkn gambar diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang 

jelas. Titik-titik hasil pengolahan data menyebar secara acak, diatas dan dibawah angka 0 (nol) 

ada sumbu regression studentized residual. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas pada model regresi ini. Sehingga model regresi ini layak dipakai untuk 

mendeteksi terhadap penerimaan pajak (Y). 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2016) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik apabila nilai TOL > 0,10 dan VIF < 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. 

Adapun hasil pengujin multikolinearitas dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 11 Hasil Uji Multikolinearitas 
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Berdasarkan tabel output SPSS diatas, dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam 

penelitian terbebas dari multikolinearitas. 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Ananlisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih 

variabel bebas terhadap satu variabel terikat, dalam penelitian ini variabel bebas yang 

digunakan yaitu Program Pengungkapan Sukarela (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (X2) dan 

Pemeriksaan Pajak serta variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak (Y). 

Analisis inii menggunakan bantuan SPSS versi 25, model regresi yang didapatkan tersaji pada 

tabel berikut: 

Tabel 12 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
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Hasil Uji Hipotesis 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai satu. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini berpengaruh besar terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian koefisien 

determinasi dari penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS versi 25 pada tabel 4.14, dapat 

diketahui bahwa nilai (𝑅2) sebesar 0,584 atau 58,4% kemampuan variabel independen yakni 

Program Pengungkapan Sukarela (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (X2), dan Pemeriksaan Pajak 

(X3) dalam mempengaruhi variabel dependen yakni penerimaan pajak(Y) dan sisanya 0, 416 

atau 41,6% dipengaruhi variable lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Selain itu 

dalam pengujian ini juga didapatkan nilai R (koefisien kolerasi) sebesar 0,771 yang 

menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Program Pengungkapan 

Sukarela, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap variabel terikat yaitu 

Penerimaan Pajak. Nilai tersebut termasuk dalam kategori kuat karena berada pada rentang 0,5 

sampai 0,75. 

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji f) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara keseluruhan. Pada uji F dilakukan berdasarkan nilai probibalitas 0,05. 
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Tabel 14 Hasil Uji f 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa F hitung sebesar 55.215 sedangkan F tabel (α 

= 0,05; df regresi = 3; db residual = 113) adalah sebesar 2,68. Hal ini berarti F hitung > F tabel 

atau nilai sig. F sebesar 0,000 < α sebesar 0,05 maka uji f adalah signifikan dan berarti H0 

ditolak sehingga disimpulkan bahwa variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak dapat dipengaruhi 

oleh variabel bebas yakni Program pengungkapan sukarela, Kepatuhan Wajib Pajak, dan 

Pemeriksaan Pajak. 

Hasil Uji t 

Uji t ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen dalam penelitian 

ini yaitu program pengungkapan sukarela, kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen secara parsial ditentukan dari nilai signifikan masing-masing variabel. 

Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen. 

Tabel 15 Hasil Uji t 

 

Berdasarkan tabel diatas, Pada persamaan regresi nilai konstanta (α) sebesar 4.161 

artinya apabila semua variabel independen yaitu Program Pengungkapan Sukarela (X1), 
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Kepatuhan Wajib Pajak (X2) dan Pemeriksaan Pajak (X3) dianggap konstan atau bernilai 0,44 

maka penerimaan pajak (Y) sebesar 2.042. 

1. Variabel Program Pengungkapan Sukarela (X1) memiliki nilai signifikansi 0,066 > 0,05 

yang berarti bahwa H1 ditolak.  

2. Variabel Kepatuhan wajib pajak (X2) memiliki nilai signifikansi 0,005 < 0,05 pada hasil 

uji t variabel Kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa H2 diterima. 

3. Variabel Pemeriksaan pajak (X3) memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 pada hasil uji 

t variabel Pemeriksaan pajak yang berarti bahwa H3 diterima 

Pembahasan 

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Penerimaan Pajak 

Semakin tinggi program pengungkapan sukarela ternyata menjadikan peluang bagi wajib 

pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Program ini mneghilangkan sanksi dan 

denda yang menjadikannya sebagai kesempatan untuk mengungkap dan membayar pajaknya, 

tanpa dikenai sanksi. Hasil uji hipotesis (t test) pada tabel 16 menunjukkan bahwa variable 

program pengungkapan sukarela memiliki nilai signifikansi 0,066 > 0,05 yang berarti bahwa 

H1 ditolak. Hal ini sejalan dengan teori atribusi, karena teori atribusi relevan pada faktor-faktor 

dari tindakan seseorang. Dalam hasil penelitian ini, program pengungkapan sukarela tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak, hHal ini disebabkan kurangnya pengetahuan wajib 

pajak terhadap tujuan diberlakukannya program pengungkapan sukarela. Tidak adanya 

motivasi yang timbul dari diri wajib pajak sehingga wajib pajak masih dapat mengabaikan 

program yang ditetapkan oleh pemerintah dan kurangnya sosialisasi otoritas perpajakan 

terhadap wajib pajak tentang pentingnya program pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Taner & Taroreh (2022), dan Arifin (2018) yang menyatakan bahwa 

program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak. 

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak 

Penerimaan pajak yang berhasil dipungut oleh DJP memegang peranan penting yakni 

sebagai sumber dana bagi pemeriintah untuk membiaya seluruh pengeluran negara, dimana 

keberhasilan itu ditentukan oleh kepatuhan para wajib pajak dalam membayar pajak (Paenan, 
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2018). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (F test) dalam penelitian ini menyatakan 

kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga H2 

diterima. Hal ini berdasarkan pada hasil uji hipotesis (F Test) yang tercantum pada tabel 4.15 

yang menunjukkan bahwa F hitung sebesar 55.215 sedangkan F tabel (α = 0,05; df regresi = 

3; db residual = 113) adalah sebesar 2,68. Hal ini berarti F hitung > F tabel atau nilai sig. F 

sebesar 0,000 < α sebesar 0,05 maka dari hipotesis tersebut dapat dikatakan bahwa kepatuhan 

wajib Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan menurut hasil pengujian 

hipotesis (t test) menyatakan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak, sehingga H2 diterima. Hal tersebut berdasarkan hasil uji t yang tercantum 

pada tabel 4.16 yang menunjukkan nilai t-hitung 2,868 dimana t-hitung tersebut > dari nilai t-

tabel sebesar 1,981 dan diperkuat dengan nilai signifikansi 0,005 < 0,05 pada hasil uji t. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Paenan (2018) 

yakni semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan melunasi 

kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak akan meningkat dimana kepatuhan wajib 

pajak merupakan faktor paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak.  

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak 

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghhimpun dan mengolah data, 

keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proposional berdasarkan suatu 

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 

2014). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (f test) dalam penelitian ini menyatakan 

pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini berdasarkan 

pada hasil uji hipotesis (f test) yang tercantum pada tabel 4.15 yang menyatakan bahwa F 

hitung sebesar 55.215 sedangkan F tabel (α = 0,05; df regresi = 3; db residual = 113) adalah 

sebesar 2,68. Hal ini berarti F hitung > F tabel atau nilai sig.F sebesar 0,000 < α sebesar 0,05 

maka uji f adalah signifikan dan berarti H0 ditolak sehingga disimpulkan bahwa variabel 

terikat yaitu Penerimaan Pajak dapat dipengaruhi oleh variabel bebas yakni Program 

pengungkapan sukarela, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak. Hasil tersebut 

diperkuat dengan hasil uji hipotesis (t test) pada tabel 4.16 yang menunjukkan bahwa nilai t-

hitung 4,270 dimana t-hitung tersebut > dari nilai t-tabel (1,981), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil ini diperkuat 
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dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 pada hasil uji t variabel Pemeriksaan pajak yang berarti 

bahwa H3 diterima. Hal ini dikarenakan kinerja seksi pemeriksaan sudah berjalan dengan baik 

dan mengikuti aturan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, dimana 

jika wajib pajak percaya bahwa pemeriksaan pajak dilakukan dengan adil untuk memastikan 

pemenuhan pajak yang adil, maka wajib pajak akan merasa lebih bertanggung jawab dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

Paenan (2018), dan Mahendra (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

E. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh simpulan bahwa: 

1. Program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

pajak. Hal ini dikarenakan kurang pengetahuan wajib pajak terhadap tujuan 

diberlakukannya program pengungkapan sukarela dan tata cara perpajakan yang benar 

serta tidak adanya motivasi yang timbul dari diri wajib pajak sehingga wajib pajak masih 

dapat mengabaikan program yang ditetapkan oleh pemerintah 

2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini 

dikarenakan responden (wajib pajak) dalam penelitian ini sebagian besar sangat 

memahami terkait pentingnya kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak secara 

menyeluruh dan sebagian besar wajib pajak KPP Pratama Medan Timur sudah sangat 

baik karena memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 

3. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini 

dikarenakan kinerja seksi pemeriksaan sudah berjalan dengan baik dan mengikuti aturan 

yang berlaku serta responden dalam penelitian ini memiliki pengetahuan terkait 

pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak secara umum yang sangat penting untuk 

meningkatkan penerimaan pajak 
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